Menimbang

BUPATI SOLOK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 'Z TAHUN 2019
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SOLOK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda
tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
memperoleh persetujuan bersama,

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
vang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada
tanggal 29 bulan Juli Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Gtonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumailcra Tengah (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomeor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 392 Tahun 2004 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-
Sukarami (Arosuka) Wilayvah Kecamatan Gunung Talang
Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4447);



10.

11.

12.

13.

14,

15,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Neger1 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomeor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3);



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SQOLOK
dan
BUPATI SOLOK,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah
Surplus/ (Defisit)
¢. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

Rp. 1.232.524.496.560,55
Rp. 1.262.524.496.560,55
Rp. (30.000.000.000,00)
Rp. 30.000.000.000,00
Rp. 0,00
Rp. 30.000.000.000,00
Rp. 0,00

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

terdiri dari ;
a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

yang Sah.

Rp.
Rp.
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp.

75.296,758.345,55
972.973.643.215,00
184.254.095.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari:
a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah

¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp.

Daergh vang dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp.

yang Sah

Rp.
Rp.

19.127.935.803,55
10.679.955.435,00
6.044.383.899,00

39.444.483.208,00



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Rp. 12.302.731.215,00
Bukan Pajak

b. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 737.805.913.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 222.864.999.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Rp. 50.922.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Rp. 45.535.567.000,00
Provinsi dan dari Pemerintah

Daerah Lainnya

€. Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. 87.796.528.000,00
Khusus
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b
terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 838.937.695.018,55
b. Belanja Langsung Rp. 423.586.801.542,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 626.233.696.584,07
b. Belanja Hibah Rp. 52.693.640.000,00
C. Belanja Bagi Hasil Kepada Rp. 3.529.704.374,86

Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
d. Belanja  Bantuan  Keuangan Rp. 153.980.654.059,62
Kepada Provinsi/ Kabupaten/
Kota, Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
e. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.500.000.000,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 42.538.130.535,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 233.413.783.948,00
c. Belanja Modal Rp. 147.634.887.059,00



Pasal 4
(1} Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ terdiri

dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 30.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SILPA Tahun Anggaran Rp. 30.000.000.000,00

sebelumnya.

Pasal 5
Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam:

a. Lampiran | : Ringkasan APBD;

b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

¢. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja
dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi  Belanja =~ Menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

h. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

j» Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya;



k.

L

IIl.

Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
ini;

Lampiran XIl : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran XIII : Daftar pinjaman dan obligasi daerah.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai

landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas

beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak mencukupi, dapat menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan
kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas vang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam

Perubahan DPA SKFPD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

¢. kerusekan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.



+J

(5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja vang bersifat
wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

(6) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum
tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA
SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik
sosial dan/atau kejadian luar biasa.

(7) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum
tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau
Perubahan DPA SKPD,

Pasal 8

Apabila ada program dan kegiatan DAK dan/atau hibah khusus
lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, bantuan
keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten Solok vang dananya diterima
setelah APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan
program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan
memberitahukan kepada DPRD.

Pasal 9
Apabila program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,
terjadi setelah perubahan APBD ditetapkan maka Pemerintah Daerah
menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).



Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Solck.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 0 Vefembgr 2019
BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal %0 Ppesemaber 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 1z
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT :
(12/151/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

me

———WINDEL VE@T




